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ABSTRACT

This study aims to determine the quality of health services for Correctional
Inmates (WBP) in Class Il Prisons in Pagaralam City. This research is also supported by
Zaithaml's service quality theory through servqual analysis using five dimensions as a
measure of how big the level of service quality is and also using a gap or gap to measure
the level of perception and expectations of the Class Il Correctional Inmates (WBP)
Prisoners in Pagaralam City. The method that the author uses in this research is quantitative
research by paying attention to scientific calculations on a large enough sample with a
limited set of questions. The data that the author uses in this study are primary data obtained
directly from the object of research through questionnaires distributed to the research
sample. The results of this study obtained a gap value of -0.08 which means the quality of
health services in Class 11l Lapas Pagaralam City is not satisfactory.

Keywords: Quality, Health Services, Correctional Inmates



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan keschatan Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) pada Lapas Kelas Il Kota Pagaralam. Penclitian ini juga didukung
oleh teori kualitas layanan Zaitham| melalui analisis servqual dengan menggunakan lima
dimensi scbagai tolak ukur seberapa besar tingkat kualitas layanannya dan juga
menggunakan gap atau kesenjangan untuk mengukur tifigkatan persepsi dan harapan Warga
Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas 111 Kota Pagaralam. Metode yang penulis
gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan memperhatikan
perhitungan secara ilmiah terhadap sampel yang cukup besar dengan sekumpulan
pertanyaan terbatas. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan data primer
yang diperolch secara langsung diambil dari objek penelitian melalui kuisioner yang
dibagikan kepada sampel penelitian. Hasil dari penelitian ini didapatkan nilai kesenjangan
sebesar -0.08 yang berarti kualitas layanan kesehatan di Lapas Kelas III Kota Pagaralam
kurang memuaskan

Kata kunci: Kualitas, Layanan Keschatan, Warga Binaan Pemasyarakatan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 setelah di diamandemen ketiga yang disahkan pada tanggal 10
November 2001. Ayat tersebut menegaskan bahwasannya Negara Indonesia berlandaskan
pada konstitusi dalam segala aspek kehidupan dan bernegara berlandaskan hukum.
Academia.edu meyatakan, hukum bersifat mengatur dan memaksa. Hukum dapat mengatur
aspek kehidupan manusia secara memaksa untuk mentaati peraturan yang berlaku serta bisa
memberikan sanksi terhadap siapa saja yang tidak mematuhinya tanpa terkecuali masyarakat
atau pemimpin suatu bangsa.

Manusia sejatinya merupakan makhluk yang tercipta dan lahir dalam keadaan suci
terlepas dari keluarga serta lingkungan mana tempat dia dilahirkan. Kepribadian seorang
manusia dibentuk dari berbagai macam faktor, baik itu lingkuang keluarga, lingkungan
teman sepermainan, maupun lingkungan kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design
Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan,
manusia dapat melakukan kejahatan saat hidup bermasyarakat karena ketidakmampuannya
beradaptasi dengan lingkungan, hal tersebut menyebabkan adanya gesekan yang
menimbulkan konflik hukum untuk selanjutnya menuju proses peradilan. Sesuai proses
peradilan, terdakwa yang terbukti bersalah dalam sebuah perkara hukum akan dikenakan
sanksi sesuai dengan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.
Indonesia mempunyai tiga jenis sanksi hukum yang diberikan kepada terdakwa yang telah
terbukti bersalah dalam perkara hukum, yaitu Sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi

Administrasi.



Sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10,
terdapat hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sanksi pokok berupa hukuman mati,
hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Hukuman tambahan dapat
berupa pencabutan hak, perampasan barang, dan juga pengumuman putusan hakim. Sanksi
perdata bisa berupa sebuah kewajiban hukum kemudian juga kehilangan suatu keadaan
hukum tertentu dan diikuti dengan keadaan hukum baru. Sanksi administrasi berupa
pemberian denda, pembekuan, penghentian layanan administarsi dan tindakan-tindakan
administrasi lainnya. Ketiga jenis sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada seorang terdakwa
dalam perkara hukum apabila memang terbukti melakukan hal yang berakibat pada tindakan
melawan hukum.

Sanksi pidana berupa hukuman penjara pada saat ini merupakan hukuman yang
paling sering dijatuhkan kepada orang-orang yang terbukti melakukan tindakan melanggar
hukum. Memurut Badan Pusat Statistik (BPS) dari data yang didapat dari Kepolisian
Republik Indonesia bahwasannya dari tahun 2016 hingga tahun 2018 angka kejahatan di

Indonesia secara umum menurun.
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Gambar 1. Grafik Total Tindak Kejahatan dan Rata-rata Resiko Tingkat Kejahatan
Sumber: Badan Pusat Statistika.
Terlihat pada Grafik 1 tingkat kejahatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2018

akumulasi kejahatan yang terjadi di Indonesia menurun dari 357.157 kejadian pada tahun



2016, lalu pada tahun 2017 menurun hingga 336.652 kejadian, dan pada tahun 2018 lalu
menurun kembali menjadi 294.281 kejadian tindak laku kejahatan di seluruh Indonesia.
Penurunan ini juga berpengaruh pada angka tingkat resiko terjadi tindak kejahatan setiap
100.000 penduduk mengalami penurunan sejak tahun 2016 pada angka 140 per 140.000,
lalu turun kembali pada tahun 2017 menjadi 129 per 100.000 penduduk, dan turun kembali
menjadi 113 pada tahun 2018. Semakin kecil tingkat resiko terkena tindakan kejahatan
disuatu daerah maka semakin kecil pula tingkat kerawanan di daerah tersebut.

Menurunnya angka tingkat kejadian kejahatan di Indonesia serta tingkat resiko
mengalami tindak kejahatan tentu saja mengurangi angka tahanan dan narapidana yang
mendiami Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Permasyarakatan. Namun saat ini,
dengan angka kejahatan yang terus menurun sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, masih
banyak Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maupun Lembaga Permasyarakatan (LP) yang
mengalami masalah overcapacity atau juga sering disebut over kapasitas. Kondisi dimana
jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Permasyarakatan melebihi jumlah
maksimum penampungannya.

Overcapacity tentunya berdampak negatif, dalam buku yang berjudul Strategi
Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya, terdapat
banyak dampak negatif dari overcapacity. Pertama dampak buruk yang terjadi pada setiap
individu tahanan dan narapidana yang tengah menghadapi masa hukuman seperti
permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Terjadinya overcapacity pada beberapa tahun ini
menyebabkan tahanan dan narapidana terpaksa mengalami kondisi penahanan dibawah
standar dan acapkali tidak manusiawi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design
Penanganan overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

(2017:41) mengatakan bahwa,



Puluhan ribu orang terpaksa hidup dalam waktu lama didalam ruangan yang sesak,
dengan ruang untuk bergerak, duduk atau tidur yang tak mencukupi. Terjepit
diruangan sempit, seringnya dalam kondisi kebersihan yang buruk dan taka da
privasi, membuat pengalaman terampasnya kebebasan terasa jauh lebih buruk.
Situasi ini mengikis martabat manusia dan merusak kesehatan fisik dan mental
tahanan, serta prospek reintegrasi mereka.

Kondisi yang demikian ini juga dapat membahayakan keamanan didalam Rutan dan
Lapas. Tahanan dan narapidana mengalami psikis yang buruk akibat hukuman kurungan
ditambah lagi dengan kondisi yang membuat mereka semakin tertekan akan rawan terjadi
gesekan baik sesama tahanan dan narapidana, atau kepada petugas Rutan dan Lapas. Kasus
perkelahian maupun pelarian sering terjadi di Lapas maupun Rutan, dalam Kompas.com,
pada tanggal 16 Mei 2019 yang lalu di Lapas Narkotika Langkat, Sumatera Utara akibat
gesekan yang terjadi antara Tahanan Lapas kepada petugas yang berujung pemukulan dan
pelarian tak kurang dari 100 orang tahanan. Jika dilihat dari jumlah Narapidana didalam
Lapas Narkotika Langkat pada akhir bulan April tahun 2019 berjumlah 1625 orang, dengan
kapasitas maksimum Lapas sebanyak 915 orang. overcapacity yang terjadi pada saat
sebelum kerusuhan terjadi sebesar 62%, dan data pada akhir bulan mei tahun 2019 atau 2
minggu pasca terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Langkat, jumlah narapidana
berkurang menjadi 1478 dikarenakan masih banyak narapidana yang kabur dan belum
diketemukan. Peristiwa seperti ini sebenarnya sudah sering terjadi di Indonesia dengan skala
kejadian kecil hingga besar.

Dampak buruk lainnya dari overcapacity adalah masalah kesehatan. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya, overcapacity menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak
sehat dikarenakan begitu banyaknya orang yang bercampur dalam 1 ruangan. Permasalahan
kesehatan ini bisa berdampak pada kematian seorang tahanan dan narapidana, baik
dikarenakan penyakit atau virus, atau depresi yang berujung bunuh diri. Dampak dari
buruknya kesehatan ini tak khayal menjadi sebab kematian dari WBP, dikutip dari

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM dalam buku strategi



menangani overcrowding di Indonesia (2018:108), kematian dikarenakan HIV dan
Pernapasan menjadi sebab kematian tahanan paling tinggi sejak tahun 2012 seperti yang

terlihat dalam gambar grafik dibawah ini.

Angka kematian narapidana dan tahanan di penjara
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Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Oleh Beritagar.id

Gambar 2. Angka Kematiam Narapidana dan Tahanan di Penjara
Sumber: (dalam Novian, 2018:108)

Negara perlu menjamin keberlangsungan kehidupan tahanan dan narapidana
didalam Rutan dan Lapas dengan baik, dengan cara meminimalisir dampak buruk yang bisa
kapan saja terjadi baik untuk tahanan maupun Rutan dan Lapas. Selain itu instansi terkait
juga harus memikirkan strategi guna menekan angka overcapacity yang semakin tinggi
sebagai tindakan untuk jangka Panjang yang bisa dilakukan bertahap.

Pemberian layanan prima atau good governance juga harus diberikan oleh negara
kepada orang-orang yang telah melanggar hukum dan tengah menjalani sanksi seperti
tahanan dan narapidana di dalam Rutan maupun Lapas, karena bagaimanapun mereka tetap

warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak sebagai warga Negara. Pemberian layanan



terhadap tahanan dan narapidana didalam Rutan dan Lapas bisa dilakukan dengan
pemenuhan hak-hak warga binaan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan, yang memuat 13 poin hak-hak warga binaan yang harus diberikan
oleh negara.

Permasalahan pada saat ini, dalam pemenuhan hak-hak warga binaan (tahanan dan
narapidana) sering terhambat dengan adanya kondisi overcapacity dalam Rutan maupun
Lapas. Seperti halnya keterbatasan tempat dan waktu dilakukannya kunjungan dari kerabat
maupun penasehat hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan. Karena keterbatasan tempat bagi pengunjung yang mengunjungi
kerabatnya di dalam Rutan atau Lapas, pengunjung harus menunggu giliran dan terkadang
memakan waktu yang cukup lama dikarenakan banyak pengunjung lain yang melakukan
kunjungan. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah tahanan atau narapidana yang semakin
banyak namun tidak diikuti dengan pengadaan sarana dan prasarana berupa invrastruktur
yang memadai untuk melakukan kunjungan. Selain itu, dalam pemenuhan hak-hak warga
binaan dibidang kesehatan masih sulit dilakukan dengan maksimal dikarenakan kondisi
ruangan yang sempit dan dihuni oleh orang dengan kapasitas yang melebihi batas
maksimumnya. Ketika Lapas maupun Rutan melakukan tindakan perawatan kesehatan,
namun tidak diiringi oleh tempat tahanan dan narapidana yang tidak sehat, maka bias jadi
perawatan kesehatan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan tidak berjalan dengan
semestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan sistem database pemasyarakatan melalui website resmi ditjenpas.go.id,

berikut merupakan gambaran pertumbuhan jumlah penghuni (tahanan dan narapidana)



dibandingkan jumlah kapasitas Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Permasyarakatan di

Indonesia sejak Desember 2016 hingga Desember 2020.

Tabel 1. Persentase Overcapacity Nasional Per Desember Tahun 2016 hingga Tahun 2020

Tahanan Narapidana Overcapacit

No. | Tahun Dewasa dan Dewasa dan Total Kapasitas (O/F)) y
Anak-anak Anak-Anak °
1 | 2016 65.544 139.006 204.550 | 132.531 54
2 | 2017 70.736 161.345 232.081 | 132.531 75
3 | 2018 72.106 183.274 255.380 | 132.531 93
4 | 2019 64.005 201.643 265.648 | 132.531 100
5 | 2020 48.532 200.607 249.149 | 135.675 84

Sumber : ditjenpas.go.id

Dari tabel 1 dapat Kita lihat dari akhir tahun 2016 hingga akhir tahun 2019, jumlah
tahanan dan narapidana di Indonesia selalu melebihi jumlah batas maksimum kapasitas
penampungan Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Permasyaraatan. Terlebih sejak
tahun 2016 hingga tahun 2019 tidak ada peningkatan atau penambahan jumlah kapasitas
penampungan di Rutan dan Lapas sehingga besaran persentase overcapacity semakin tahun
semakin tinggi hingga puncaknya pada Desember 2019 angka persentase overcapacity di
Indonesia mencapai 100% atau bias dikatakan dua kali lipat lebih besar jumlah tahanan dan
narapidana dibandingkan ketersediaan tempat penampungan untuk mereka baik di Rutan
maupun di Lembaga Permasyarakatan. Hal ini berdampak buruk baik bagi penghuni
maupun pekerja yang berada di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Permasarakatan.
Seperti dampak psikis dari tahanan dan narapidana yang harus berdesakan didalam penjara
selama masa hukuman, resiko bagi pegawai yang bekerja sebagai sipir di Rutan maupun
Lembaga Permasyarakatan yang semakin tinggi dikarenakan jumlah tahanan dan narapidana

jauh lebih banyak dibanding pegawai, hingga Negara yang harus menggelontorkan dana



untuk memberikan hak-hak terhadap tahanan maupun narapidana selama masa hukumannya
selesai.

Sumatera Selatan menjadi salah satu dari sekian banyak Provinsi yang tingkat
overcapacity nya cukup tinggi diatas angka 100%. Berikut daftar tabel jumlah warga binaan
pemasyarakatan (tahanan dan narapidana) beserta persentasi overcapacity di Sumatera
Selatan yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan pada tahun 2016 hingga 2020
sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase overcapacity Provinsi Sumatera Selatan Per Desember Tahun 2016
hingga Tahun 2020

Tahanan Narapidana Overcapacit

No. | Tahun Dewasa dan Dewasa dan Total Kapasitas (O/F)) y
Anak-anak Anak-Anak ’
1 | 2016 2.896 7.826 10.772 6.605 62
2 | 2017 3.457 9.041 12.498 6.605 89
3 | 2018 3.749 9.891 13.640 6.605 106
4 | 2019 2.642 11.611 14.253 6.605 115
5 | 2020 2.772 11.225 13.997 6.605 112

Sumber : ditjenpas.go.id

Berdasarkan tabel 2, selama empat tahun mulai dari 2016 hingga 2019. Kenaikan
jumlah warga binaan pemasyarakatan selalu terjadi, namun tidak diiringi dengan
bertambahnya kapasitas penampungan bagi warga binaan pemasyarakatan di seluruh Rutan
maupun Lapas di Sumatera Selatan. Hingga tahun 2020 angkanya sedikit berkurang 256
warga binaan pemasyarakatan, namun angka ini juga masih cukup tinggi jika dilihat dari
persentase overcapacity yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi ini memilki 20 UPT yang terdiri dari 17 Lapas dan 3 Rutan dibawah Kantor
Wilayah Sumatera Selatan. 20 UPT itu meliputi satu Lapas kelas I, sepuluh Lapas Kelas 1,

dua Lapas Kelas Il1, dua Lapas Narkotika kelas Il. Satu Lapas Perempuan, satu Lapas Anak,



dan tiga Rutan. Jumlah Tahanan dan Narapidana dari 20 UPT tersebut dapat dilihat dalam
tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Tahanan dan Narapidana pada UPT Kanwil Sumatera Selatan per-
Desember Tahun 2016 Sampai Tahun 2020

Tahun
No UPT 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | Lapas Kelas | Palembang 1.364 | 1.568 | 1.734 | 1.717 | 1.576
2 | Lapas Keas Il A Banyuasin 613 850 947 | 1.095 | 1.145
3 | Lapas Kelas Il A Lahat 389 313 503 483 386
4 | Lapas Kelas Il A Lubuk Linggau 786 962 894 965 984
5 | Lapas Kelas Il A Tanjung Raja 737 729 729 876 906
6 | Lapas Kelas Il B Empat Lawang 145 183 170 189 237
7 | Lapas Kelas 11 B Kayu Agung 668 641 880 | 1,054 | 1.076
8 | Lapas Kelas Il B Martapura 342 360 329 328 437
9 | Lapas Kelas Il B Muara Dua 157 220 190 192 215
10 | Lapas Kelas Il B Muara Enim 904 | 1.060 | 1.061 | 1.151 | 1.044
11 | Lapas Kelas Il B Sekayu 640 815 916 926 | 1.022
12 | Lapas Kelas Il Pagaralam 118 144 135 168 204
13 | Lapas Kelas Il Sarolangun Rawas 26 42 97 58 158
14 | Lapas Narkotika Kelas Il A M. Beliti 506 745 787 791 723
15 | Lapas Narkotika Kelas Il B Banyuasin 511 777 | 1.132 | 1,079 | 1.068
16 | Lapas Perempuan Kelas Il Palembang 418 463 510 509 485
17 | Lapas Anak Kelas | Palembang 174 164 99 196 145
18 | Rutan Kelas | Palembang 1539 | 1.635 | 1.573 | 1.574 | 1.255
19 | Rutan Kelas 11 B Baturaja 424 427 469 414 419
20 | Rutan Kelas Il B Prabumulih 169 400 470 488 512

Sumber : ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Selatan memiliki 20 UPT
yang terdiri dari 17 Lapas dan 3 Rutan, dari 20 UPT hanya ada dua UPT yang tidak
mengalami overcapacity yaitu Lapas Kelas I1l Sarolangun Rawas dan Lapas Anak Kelas I
Palembang. Lapas Kelas I1l Kota Pagaralam yang merupakan 1 dari sekian banyak Lembaga
Pemasyarakatan yang mengalami masalah overcapacity di Indonesia. Menurut data dari
sistem database pemasyarakatan ditjenpas.go.id, overcapacity di Lapas Kelas Il Kota
Pagaralam dimulai pada tahun 2016, pada akhir Desember 2016 jumlah tahanan dan

narapidana yang ada di Lapas Kelas Il Kota Pagaralam berjumlah 118, dengan kapasitas
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maksimum 80 orang. Overcapacity pada tahun 2016 sebesar 48% diakhir tahun dan terus
mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2020. Berikut data persentase overcapacity yang
terjadi di Lapas Kelas 111 Kota Pagaralam terhitung per akhir tahun 2015 hingga akhir tahun
2020:

Tabel 4. Persentase Overcapacity Pada Lapas Kelas 11l Kota Pagaralam Per Desember
Tahun 2016 Sampai Tahun 2020

No | Tahun _If:}:r; Ina:n N;;Jarsil(?:na Total Kapasitas Ove rz:;gacity
1 | 2016 36 82 118 80 48
2 2017 55 89 144 80 80
3 | 2018 29 106 135 80 69
4 2019 20 148 168 80 110
5 2020 33 171 204 80 155

Sumber : ditjenpas.go.id

Dapat dilihat dari table 4 persentase overcapacity di atas, kenaikan tingkat persentase
overcapacity di dominasi kenaikan yang semakin tinggi tiap tahunnya. Meskipun sempat
menurun dari akhir tahun 2017 ke akhir tahun 2018, kenaikan besar-besaran justri terjadi
pada tahun 2019 hingga pada bulan Desember jumlah tahanan dan narapidana dua kali lipat
lebih besar dibanding dengan kapasitas Lapas yang tersedia. Tentu saja dengan jumlah yang
sangat besar ini menjadi kesulitan tersendiri bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk
memenuhi kebutuhan dari masing-masing tahanan dan narapidana yang menjadi hak mereka
selama masa hukuman.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesehatan menjadi salah satu dari dampak
terjadinya overcapacity pada Lapas maupun Rutan di Indonesia. Hal ini terjadi di Lapas
Kelas 111 Kota Pagaralam dan dapat dilihat dari data empat bulan terahir dimana jumlah dari
WBP yang ada didalam Lapas mempengaruhi jumlah pasian poliklinik yang ada di Lapas.
Berikut data pasien poliklinik pada Lapas Kelas 11 Kota Pagaralam mulai dari akhir Januari

hingga akhir April tahun 2021
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Tabel 5. Jumlah Tahanan dan Pasien Poliklinik Pada Bulan Januari Hingga April Tahun
2021

No Bulan Jumlah Tahanan Jumlah Pasien Poliklinik
1 Januari 198 102
2 Februari 203 178
3 Maret 182 95
4 April 194 97

Sumber: Lapas Kelas Il Kota Pagaralam

Dapat kita lihat dari tabel 5 bahwasannya jumlah pasien poliklinik terbanyak yaitu
pada bulan Februari, ini juga diikuti dengan jumlah tahanan tertinggi pada bulan yang sama.
Keluhan dari pasien atau WBP yang sering terjadi yaitu demam, flu / batu, dan gatal-gatal,
apabila tidak bisa hanya mendapat perawatan dalam poliklinik maka pasien akan dirujuk ke
Rumah Sakit. Kondisi dalam empat bulan terahir pada Lapas Kelas Il Kota Pagaralam
masih mengalami overcapacity yang cukup tinggi, lebih dari dua kali lipat batas maksimum
penampungan yaitu 80 orang. Selain itu, Ketersediaan Poliklinik yang ada di Lapas Kelas
Il Kota Pagaralam hanya memiliki satu ruangan pemeriksaan dan perawatan dengan
panjang 5 meter dan lebar 3 meter, didalamnya terdapat satu ranjang pemeriksaan, satu meja
dan satu lemari obat. Poliklinik Lapas Kelas Ill bersebelahan langsung dengan Mushola
sehingga apabila diperlukan perawatan cepat lebih dari satu pasien, maka bisa alternatif
menggunakan mushola sementara. Poliklinik juga menyediakan satu toilet dan satu kamar
mandi yang khusus digunakan untuk pasien dan perawat yang bertugas.

Selain itu, terdapat dua perawat di Lapas Kelas I1l Kota Pagaralam yang memiliki
jam kerja mulai dari 08.00 WIB hingga 14.30 WIB, apabila ada pasien yang memerlukan
perawatan diluar jam kerja itu maka perawat akan datang ketika ada panggilan dari pegawai

Lapas. Hal ini tentunya memerlukan waktu dalam perjalanan dari kediaman perawat menuju
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Lapas Kelas 11l Kota Pagaralam. Saat ini Lapas Kelas Il hanya melakukan pelayanan
kesehatan kuratif atau pengobatan, untuk preventif dan promotif bagi WBP tidak berjalan
sebagaimana mestinya.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah yang didapat yaitu
bagaimana tingkat kualitas layanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas
Kelas Ill Kota Pagaralam?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumusakan diatas, maka tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas layanan kesehatan Warga
Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas 111 Kota Pagaralam.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan bagi
Lapas Kelas 11l Kota Pagaralam dalam memberikan layanan kesehatan warga binaan
pemasyarakatan.
2. Manfaat Teoritis
Secata teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan
informasi pada Jurusan lImu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan
konsentrasi Manajemen Sektor Publik. Dalam hal ini bagaimana menjaga kualitas

layanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan (WBP).
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